KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM RANGKA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 500.17.3.2/ 218 /BUP-LK/ IX /2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA

PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA
PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa berdasarkan Lampiran pada BAB Il angka 6
Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor
37 /Kpts/P1.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan
Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
(STD-B), dimana data pekebun dan peta yang sudah
clean and clear (CnC) selanjutnya diproses dalam hal
penandatanganan  Surat Tanda  Daftar Usaha
Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B), Bupati / Walikota
dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang
melaksanakan urusan di bidang perkebunan di
Kabupaten / Kota bersangkutan;

bahwa untuk kelancaran proses penerbitan STD-B,
perlu dilakukan pendelegasian kewenangan kepada
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Hak Pengolah, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,
dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Sistem  Sertifikasi  Perkebunan  Kelapa  Sawit
Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/
OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.
410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/
9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan;
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10. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor

11.

37/Kpts/P1.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan
Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
(STD-B);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
15 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2023 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian Republik Indonesia Nomor 477/P1.400/E/08/
2023 Tanggal 30 Agustus 2023 Hal Surat Edaran Penataan
Pendaftaran Pekebun Rakyat Melalui e-STDB.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU . Mendelegasikan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Lima Puluh Kota Dalam Rangka Penerbitan Surat Tanda
Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (S-TDB).
KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
25 Seprembar 2025




